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MOTO 

 

Pajak adalah iuran yang kita bayar berupa hak dari keanggotaan dalam 

masyarakatyang terorganisir. 

(Franklin D. Roosevelt)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Amy,J. Doughlas,Goverment is Good:An Unapologetic Defense of a Vital Institution,(Indianapolis:Dog 
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pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja 
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Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) Meliputi : a). membantu penginputan 

faktur pajak pada e-faktur, b). mempelajari unsur-unsur terkait dengan Pajak 

Pertambahan Nilai dibebaskan. Fasilitas pembebasan yang diterima PT.Kereta Api 

Indonesia (Persero) dalam penggunaannya terlebih dahulu harus mengajukan kepada 

DJP. Setelah mendapat keputusan pembebasan, selanjutnya untuk objek Pajak 

Pertambahan Nilai Dibebaskan tidak perlu menyetorkan pajaknya ke kas negara serta 

tidak diwajibkan untuk melakukan pelaporan menggunakan SPT ke KPP setempat. 
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan serta kemandirian bangsa merupakan harapan di setiap negara 

manapun. Harapan tersebut bukan sebatas terdapat pada negara berkembang, 

melainkan pada negara maju seperti Amerika Serikat terus mengusahakan  kemajuan 

serta kemandirian untuk negaranya. Salah satu tonggak penilai ukuran kemajuan serta 

kemandirian bangsa terletak pada kesejahteraan masyararakatnya. Atas  dasar itu, 

pemerintah selalu mengusahakan pembangunan di sektor perekonomian sebagai salah 

satu sasaran utama pembangunan nasional. Tentunya pengharapan berupa 

perekonomian yang stabil dan baik tidak dapat diperoleh dengan mudah, melaikan 

membutuhkan proses yang panjang.

Untuk melaksanakan tujuan pemerintah dalam  memujudkan perekonomian yang 

stabil serta mandiri, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan 

masyarakat. Salah satu sumber pendapatan yang diperlukan partisipasi langsung 

warga negara dalam pelaksanaannya adalah Pajak.

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Strategisnya penerimaan pajak bagi pemasukan anggaran negara diliat dari porsi 

pajak yang menyumbang 85% bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). Berikut postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 

tahun 2016:
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Tabel 1.1 Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016
(dalam triliyun)

A. Pendapatan Negara 1.822,5

I. Pendapatan Dalam Negeri 1.820,5

1. Penerimaan Perpajakan 1.546,7

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 273,8

II. Penerimaan Hibah 2,0

B. Belanja Negara 2.095,7

I. Belanja Pemerintah Pusat 1.352,6

1. Belanja Kementrian/Lembaga 784,1

2. Belanja Non Kementrian/Lembaga 541,4

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 770,2

1. Transfer ke Daerah 723,2

2. Dana Desa 47,0

Sumber : Informasi APBN 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp. 1.546,7 

triliyun, termasuk perolehan kepabeaan dan cukai sebesar Rp. 186,5 triliyun. Pajak 

terbukti menjadi primadona penyumbang APBN hingga saat ini. Oleh karena itu, 

pemerintah terus berusaha melakukan perbaikan sistem serta pembaruan peraturan 

perpajakan dengan tujuan untuk memaksimalkan penerimaan dari sekor pajak.

Pajak dianggap sebagai penyumbang APBN terbesar sampai saat ini.Salah satu 

sumber pajak adalah pajak yang dipungut dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaa secara langsung yang berasal 

dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun jenis pajak yang dapat dipungut dari 

BUMN ini sendiri adalah Pajak Penghasilan atas Pegawai, Pajak Pertambahan Nilai 
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(PPN) serta Pajak atas Bumi dan Bangunan atau PBB. Salah satu contoh perusahaan 

BUMN adalah PT.Kereta Api Indonesia (Persero).

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 

berada dibawah naungan Departemen Perhubungan. PT.Kereta Api Indonesia 

(Persero) menjalankan usahanya berdasarkan dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan 

sosial. Dalam menjalankan fungsi ekonomi, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

mencari keuntungan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang nantinya 

laba itu akan disumbangkan ke pos penerimaan negara atas bagi laba BUMN. 

Sedangkan melalui fungsi sosialnya, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) berfungsi 

sebagai manifestasi pelayanan, distribusi, dan pengelolaan demi pemenuhan hajat 

hidup orang banyak agar tercapai kesejahteraan.

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) mempunyai peranan yang penting dalam 

partisipasi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Kontribusi dalam 

penerimaan pajak dapat dilihat dari Annual Report PT.Kereta Api Indonesia (Persero) 

Tahun 2015. Berdasarkan Annual Report PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 

2015, dapat diketahui pajak dibayar dimuka yang dibayarkan perusahaan untuk Pajak 

Penghasilan adalah sebesar Rp. 13.926.757 sedangkan Pajak Pertambahan Nilai Rp. 

60.851.664. Pajak dibayar dimuka ini merupakan pajak yang nantinya dijadikan 

pengurang untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) setiap tahun dan untuk 

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulannya.

Jenis pajak yang menjadi objek pajak pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) 

diantaranya adalah Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak 

Penghasilan pasal 23, Pajak Bumi dan Bangunan dan salah satunya adalah Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan Annual Report 2015 PT.Kereta Api Indonesia 

(Persero) diatas, dapat diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) mempunyai sumbangan yang besar untuk 

anggaran pemasukan negara.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

85/PMK.03/2012, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
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Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan 

atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara tertentu 

dipungut, disetor dan dilaporkan oleh badan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan 

sistem perpajakan secara khusus, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) berperan sebagai 

Wajib Pungut (WAPU) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Wajib Pungut 

(WAPU) adalah pihak-pihak yang diwajibkan untuk memungut dan menyetor sendiri 

PPN/PPnBM atas setiap pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa 

Kena Pajak.

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) selaku Wajib Pungut (WAPU) diwajibkan 

untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam 

ranah pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dikenal pula istilah PKP Rekanan. PKP 

Rekanan adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Pemilihan rekanan untuk diadakan kerjasama  dengan PT.Kereta Api Indonesia 

(Persero) dilakukan dengan sistem tender, dimana berdasarkan kesepakatan harga 

akan dipilih perusahaan yang penawaran harganya paling rendah. Setelah perusahaan 

terpilih, dilakukan validasi oleh PT.Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memastikan 

kebenaran dari perusahan tersebut. Proses validasi selesai, selanjutnya dapat langsung 

dibuatkan Surat Kesepakatan Kerja (SPK) atau kontrak kerja dengan pihak rekanan 

atas objek pajak tersebut.

Proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Kereta Api 

Indonesia (Persero) dimulai dari pembayaran atas penyerahan Barang Kena 

Pajak/Jasa Kena Pajak oleh rekanan yang dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan 

keluarnya tagihan dari pihak rekanan kepada PT.Kereta Api Indonesia (Persero). 

Untuk memastikan hasil kerja dari pihak rekanan, dilakukan kegiatan pemeriksaan 

oleh unit terkait PT.Kereta Api Indonesia (Persero). Pemungutan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) menganut self assessment 

system, merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak berperan aktif 
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dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Dalam 

perhitungannya, jumlah pajak yang harus dipungut oleh PT.Kereta Api Indonesia 

(Persero) adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setelah dilakukan 

perhitungan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PT.Kereta Api Indonesia (Persero) 

wajib menerbitkan bukti potong atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa formulir 

A13 A/A13. Setelah perhitungan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dan 

keluar bukti potong, selanjutnya PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dari masing-

masing Daop menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke bendahara kantor pusat 

untuk selanjutnya bendahara menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke bank 

presepsi maupun kantor pos yang di tunjuk yaitu melalui Bank BNI menggunakan 

Surat Setoran Pajak (SSP). Setoran pajak atas nama pemotong pajak oleh bendahara 

kantor pusat di stasiun lingkungan. Selanjutnya proses pelaporan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dilakukan oleh masing-masing Daop ke KPP setempat dengan 

menggunakan SPT untuk satu masa pajak.

Transportasi perkereta apian merupakan salah satu mode transportasi penting 

dalam melayani pergerakan baik penumpang maupun barang. Kereta Api merupakan 

transportasi yang dapat memuat penumpang maupun barang dalam jumlah besar, 

selain itu kereta api memiliki jalur sendiri sehingga terbebas dari kemacetan dan 

resiko akan keterlambatan yang kecil. Karena keunggulan yang dimiliki kereta api 

inilah, pemerintah memberikan dukungan perkembangan mode transportasi ini 

berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan 

Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang 

Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Dukungan pemerintah pusat berupa 

pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada perkeretaapian Indonesia 

dapat dilihat dari Kebijakan pembebasan PPN atas kereta api, suku cadang, jasa 

perawatan dan pemeliharaan berikut sarana prasarana kereta api  diatur di dalam 

Penjelasan Pasal 16B huruf i, yang menyebutkan bahwa kemudahan perpajakan dapat 

diberikan dalam rangka mendorong pengembangan armada nasional di bidang 
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angkutan darat, air, dan udara. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 

Tahun 2003.

Sebagai contoh dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan adalah Pajak 

Pertambahan Nilai atas jasa pencucian lokomotif. Objek pajak berupa pencucian 

lokomotif dipilih karena, jasa kena pajak ini dapat dikatakan familiar atau sering 

dilihat secara langsung di lingkungan stasiun. Selain itu banyak yang belum 

mengetahui bahwa jasa pencucian lokomotif ini termasuk dalam objek Pajak 

Pertambahan Nilai, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan. Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pencucian lokomotif adalah pajak di pungut dari 

pihak ketiga atas jasa pencucian lokomotif. Dalam hal ini PT.Kereta Api Indonesia 

(Persero) bekerjasama dengan PT.Putra Anjasmoro Mandiri dalam kegiatan 

pencucian lokomotif. Atas jasa pencucian lokomotif termasuk dalam jasa perawatan 

yang diberikan fasilitas pembebasan, ini berarti PT.Kereta Api Indonesia (Persero) 

tetap berperan sebagai pemungut tetapi tidak perlu membayarkan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) terutang. Sedangkan untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

dibebaskan, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) hanya melakukan pelaporan berupa 

input faktur melalui e-faktur tanpa melaporkan SPT ke KPP setempat. Dalam 

Laporan Tugas Akhir ini akan di bahas lebih mendalam mengenai Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dibebaskan dan atas penjelasan singkat diatas, maka Laporan Tugas 

Akhir ini penulis beri judul: “TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS JASA PENCUCIAN 

LOKOMOTIF PADA PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 9 

JEMBER”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dirumuskan permasalahan yang 

akan dibahas adalah:

1. Bagaimana tata cara pengajuan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

dibebaskan atas jasa pencucian lokomotif pada PT.Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember?

2. Apakah pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan sudah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1. Tujuan

a. Mengimplementasikan ilmu-ilmu yang di dapat di bangku kuliah dalam 

dunia kerja.

b. Mengetahui dan memahami pemotongan pajak yang ada pada PT.Kereta 

Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.

2. Manfaat

a. Melatih diri untuk siap terjun dalam dunia kerja.

b. Mengimplementasikan ilmu-ilmu yang di dapat di bangku kuliah dalam 

dunia kerja.

c. Memperoleh pengetahuan tentang sistem pemongutan pajak khususnya 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan pada PT.Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

     Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan 

ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

(Mardiasmo, 2016:3)

     Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

     Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak memiliki 

unsur:

a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. 

Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan 

undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
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2.1.2 Fungsi Pajak

     Pajak memiliki peranan yang penting di kehidupan kenegaraan,khususnya dalam 

pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara tersebesar yang 

digunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara khususnya pengeluaran untuk 

pembangunan. Berikut adalah fungsi pajak :

     Ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber penganggaran bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaanpemerintah 

dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh:

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman kera untuk mengurangi konsumsi 

minuman keras.

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi 

gaya hidup konsumtif.

3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia 

di pasaran dunia.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

     Pengelompokan pajak dilakukan berdasar karakteristik masing-masing jenis pajak. 

Menurut Mardiasmo (2016:7) penggelompokan pajak dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Menurut Golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan 

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain.
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Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, 

dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif, yaitu pajak berpangkal pada objeknya,tanpa memperhatikan 

keadaan diri Wajib Pajak

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah dan Bea Materai

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: 

Pajak Daerah terdiri atas:

a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran,dan Pajak 

Hiburan

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

     Tata cara pemungutan pajak adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung 

besarnya pajak seseorang. Guna menciptakan keteraturan dan kemudahan dalam 

melakukan aktivitas perpajakan, maka pemerintah menerapkan beberapa tata cara 

dalampemungutan pajak. Ada 3 cara pemungutan pajak, yaitu: Mardiasmo (2016 :8)

a. Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :
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1) Stelsel Nyata (riel stelsel), pengenaan pajak didasarkan pada objek 

(penghasilan nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada 

akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 

Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah 

pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil 

diketahui).

2) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel), pengenaan pajak didasarkan pada suatu 

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun 

dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak 

sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 

berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun 

berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran, stelsel ini merupakan campuran kombinasi antara stelsel 

nyata dan stelsel anggapan.Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung 

bedasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut 

kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak 

harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta 

kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal), adalah suatu sistem pemungutan yang 

member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) Asas Sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
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3) Asas Kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu 

negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

     Dalam Mardiasmo (2016:9) dijelaskan sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 

yaitu :

1) Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang member 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan beasrnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b) Wajib pajak bersifat pasif.

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member 

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang.

Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak 

sendiri.

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung,menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang.

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member 

wewenang kepada pilihan ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pihak 

ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.
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2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas “Nilai Tambah” dari Barang Kena 

Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak 

Pajak (PKP).

Alan A. Tait dalam bukunya yang berjudul Value Added Tax: International 

Practice and Probelm (1998:4) menguraikan pengertian nilai tambah adalah nilai 

yang seorang produser (apakah produsen, distributor, agen periklanan, petani pelatih 

kuda pacuan atau pemilik sirkus) tambahan ke dalam nila baku atau pembelian (selain 

tenaga kerja) sebelum produk baru atau jasa yang telah ditingkatkan tersebut dijual. 

Artinya, input (bahan baku, transportasi, sewa, iklan, dan sebagainya) yang dibeli, 

orang dibayar upah ntuk bekerja pada masukan ini dan,ketika pada saat barang akhir 

atau jasa di jual, menyisakan keuntungan. Jadi, nilai tambah dapat dilihat dari sisi 

aditifnya (upah ditambah keuntungan) atau sisi bentuk substruktur (output dikurangi 

input). 

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa “nilai tambah” adalah suatu 

nilai yang dibentuk melalui penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam rangka 

proses produksi atau distribusi barang atau jasa yang meliputi penyusutan, bunga 

modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik, serta pengeluaran lain dan 

laba yang diharapkan oleh pengusaha. Jadi nilai tambah dibentuk bukan semata-mata 

dari kegiatan pabrikasi (pengolahan) berupa mengolah melalui perubahan bentuk atau 

sifat suatu barang menjadi barang baru atau berdaya guna baru melainkan juga dari 

kegiatan distribusi. Bagi pedagang,nilai tambah dapat diketahui dengan mudah, yaitu 

merupakan selisih antara harga penjualan (output) dengan harga pembelian (input). 

(Chairil Anwar Pohan, 2016:22)

Terlihat jelas bahwa nilai tambah bersumber dari adanya kegiatan ekonomi, yakni 

terjadinya transaksi jual beli, sewa-menyewa, sistem franchising, pemberian jasa dan 

kegiatan lain. Secara kalkulatif nilai tambah akan memengaruhi hasil akhir (harga 

Nilai tambah = upah + laba = output – input.
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akhir) transaksi dari suatu barang atau jasa, yaitu ditambahkan terhadap harga 

perolehan.

Jadi, dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 

dasarnya merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang 

atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. (Chairil Anwar Pohan, 

2016:22)

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang lebih dikenal dengan nama 

UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan salah satu produk reformasi sistem 

perpajakan nasional (tax reform) 1983. Sebagai pengganti UU Nomor 19 Tahun 1951 

Drt . jo UU Nomor 35 Tahun 1953 tentang Pajak Penjualan, UU PPN 1984 ini mulai 

berlaku pada 1 April 1985. Dalam kurun wahtu 15 tahun sejak mulai berlaku, 

undang-undang ini mengalami tiga kali perubahan,yaitu:

a. Perubahan pertama dilakukan dengan UU Nomor 11 Tahun 1994,mulai berlaku 

pada tanggal 1 Januari 1995;

b. Perubahan kedua dilakukan dengan UU Nomor 18 Tahun 2000,mulai berlaku 

pada tanggal 1 Januari 2001; dan

c. Perubahan ketiga dilakukan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009,mulai berlaku 

pada tanggal 1 April 2010.

Dasar pertimbangan perubahan ketiga UU PPN 1984 yang dituangkan dalam 

konsiderans “Menimbang” UU Nomor 42 Tahun 2009 sebenarnya lebih 

menampilkan tujuan perubahan adalah:

a. lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan;

b. menciptakan sistem perpajakan yang sederhana;

c. mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat 

dilaksanakan secara.
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2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pada awal UU PPN 1984 mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985, lebih di 

tunjukan pada penyerahan BKP yang dilakukan oleh pengusaha yang 

menghasilkannya (pabrikan). Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1983 menentukan 

bahwa PPN dikenakan atas:

a. Penyerahan BKP yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan 

atau pekerjaan oleh pengusaha yang:

1) Menghasilkan BKP tersebut;

2) Mengimpor BKP tersebut;

3) Mempunyai hubungan istimewa dengan pengusaha yang menghasilkan atau 

mengimpor BKP yang dimaksud pada sub 1) dan sub 2);

4) Bertindak sebagai penyalur utama atau agem utama dari pengusaha yang 

menghasilkan atau mengimpor BKP yang dimaksud pada sub 1) dan sub 2);

5) Menjadi pemegang hak atau pemegang hak menggunakan paten dan merek 

dagang dari BKP tesebut.

b. Penyerahan BKP kepada Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan di Daerah 

Pabean dalam lingkukan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha yang memilih 

untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

c. Impor BKP.

d. Penyerahan BKP.

Pasal 4 ayat (2) member wewenang kepada Peraturan Pemerintah untuk 

memperluas objek PPN sehingga meliputi:

a. Penyerahan BKP oleh pedagang besar dan pedagang eceran;

b. Penentuan jenis jasa atas penyerahan dikenai PPN.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini,Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 1985, menentukan bahwa sejak 1 April 1985 PPN dikenakan atas penyerahan 

jasa pemborong tidak bergerak, misalnya penyerahan jasa memborong bangunan atau 

barang tidak bergerak lainnya misalnya kapal dengan volume 20m3 atau lebih (Ps 314 

KUHD).
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2.2.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Sebagai pajak tidak langsung, pada akhirnya PPN dibebankan pada konsumen 

akhir melalui pemungutan cara bertingkat. Namun sebelum barang dan jasa tersebut 

sampai pada tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiap tingkatan jalur 

produksi maupun jalur distribusi. Panjang pendeknya jalur produksi maupun jalur 

distribusi memengaruhi besarnya presentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen 

dan tidak pula mengakibatkan timbulnya cascanding effect atau “efek pajak ganda” 

karena PPN hanya dikenakan atas “Nilai Tambah atau Value Added” yang terjadi 

pada setiap tingkatan jalur produksi maupun jalur distribusi. (Chairil Anwar Pohan, 

2016:23 )

“Nilai Tambah” adalah suatu nilai yang merupakan hasil dari penjumlahan biaya 

produksi atau distribusi yang meliputi biaya gaji/upah, biaya manajemen, biaya 

penyusutan, bunga modal, serta pengeluaran-pengeluaran lain dan laba yang 

diharapkan oleh pengusaha.

Dengan demikian, Value Added adalah nilai yang pengusaha tambahan kepada 

bahan baku atau barang yang sudah dibeli sebelum barang tau jasa tersebut dijual.

Atau dengan kata lain: harga jual dikurangi dengan bahan baku sisanya adalah 

upah (wages) dan profit (keuntungan).

Value Added = wages + profit = output – input

Sebagai ilustrasi, dalam tabel berikut digambarkan aliran dari elemen cost pada 

setiap tingkatan jalur produksi dan distribusi yang sekaligus memperlihatkan beban 

pajaknya (tax burden).
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Tabel 2.1 Jumlah Beban Pajak (tax burden) dalam sistem VAT

LEVEL COST 

(US$)

MARKUP 

(US$)

PRICE 

(US$)

VAT 

10% 

(US$)

TAX 

BURDEN/NET 

PPN (US$)

Producer/Manufactuner 20.000 4.000 24.000 2.400 400

Wholesaler 24.000 4.800 28.800 2.880 480

Retailer 30.000 6.000 36.000 3.600 600

Consumer 37.000 7.400 44.400 4.440 740

Total 22.200 13.320 2.220

Sumber : Buku Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai, 2016

Dimulai dari harga barang di tingkat producer/Manucfaturer sebesar US$ 20.000 

hingga barang mencapai konsumen akhir melalui dua tahapan saluran distribusi 

(channel of distribution), yakni Wholesaler dan Retailer, dimana pada setiap unit 

tingkatan/level terdapat markup sebagai tambahan berupa profit margin masing-

masing unit level dan besar markup tersebutlah yang menjadi objek PPN. Dengan 

total markup sebesar US$ 22.200 dalam satu mata rantai distribusi tersebut 

menghasilkan Net PPN yang menjadi beban pajak (tax burden) konsumen akhir/user 

sebesar US$ 2.220.

2.2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif 

PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

a. Ekspor BKP berwujud;

b. Ekspor BKP tidak berwujud; dan 

c. Ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan 

Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan 

BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.
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Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan 

kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif 

Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan 

tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 

ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka 

pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(RAPBN). (Mardiasmo, 2016: 343)

2.2.6 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan adalah PPN yang tidak dikenakan 

terhadap sektor-sektor usaha tertentu, yang dimaksudkan untuk tercapainya tujuan-

tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Terkadang bisa diartikan pula sebagai insentif atau keringanan pajak. Hal ini 

menjadikan adanya pihak yang mendapat perlakuan khusus dan keistimewaan oleh 

pemerintah yang dijadikan sebagai modal pembangunan negara.

Menurut Untung Sukardji (2015:651), Dalam memori penjelasan Pasal 16B 

ditegaskan bahwa tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya 

untuk memberikan fasilitas perpajakanyang benar-benar diperlukan terutama untuk 

berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala 

nasional,mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing , 

mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:

a. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan 

Berikat atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk 

khusus untuk maksud tersebut;

b. Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang 

perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta 

kelaziman internasional lainnya;
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c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang 

diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional;

d. Menjamin tersedianya peralatan TNI/POLRI yang memadai untuk melindungi 

wilayah Republik Indonesia dari ancaman ekternal maupun internal;

e. Menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh TNI untuk mendukung pertahanan nasional;

f. Meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bengsa dengan membantu tersedianya 

buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang 

relatif terjangkau masyarakat;

g. Mendorong pembangunan tempat ibadah;

h. Menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat 

lapisan bawah. Contohnya seperti, rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan 

rumah susun sederhana;

i. Mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air dan 

udara;

j. Mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang 

bersifat strategis, seperti bahan baku kerajinan perak;

k. Menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau 

dana pinjaman luar negeri;

l. Mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi BKP tertentu yang 

dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;

m. Membantu tersedianya BKP dan/atau JKP yang diperlukan dalam rangka 

penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;

n. Menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakan; dan/atau

o. Menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran 

perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana 

transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan 

orang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.
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2.2.7 Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan

Dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai (Sukardji, 2015:667), dijelaskan bahwa 

mulai 1 Januari 2001 telah diundangkan 3 Peraturan Pemerintah tentang hal ini, yaitu:

a. PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan 

atau penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN.Peraturaturan 

Pemerintah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 

tanggal 14 Juli 2013 dan perubahan ini mulai berlaku pada tanggal yang sama.

b. PP Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan PP Nomor 31 Tahun 2007 tentang impor dan/atau penyerahan BKP 

tertentu yang berdifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 yang 

memberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan jasa 

kebandarudaraan. Apabila disimak dengan cermat sebenarnya fasilitas 

pembebasan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 

yang antara lain mengatur tentang fasilitas pembebasan PPN berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 yang antara lain mengatur tentang 

fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan jasa kepelabuhan.

Dengan demikian, maka selain diberikan kepada korp diplomatik dan perwakilan 

organisasi internasional, sejak 1 Januari 2001 fasilitas pembebasan dan pengenaan 

pajak diberikan juga atas impor BKP, penyerahan BKP atau JKP tertentu untuk 

bidang usaha tertentu yang sebelumnya diberikan fasilitas PPN ditanggung oleh 

pemerintah.

Adapun jenis BKP dan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN 

berdasarkan Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut: (Chairil Anwar Pohan, 

2015:455)

a. Pengeluaran barang untuk transaksi tertentu dari Kawasan Bebas ke tempat lain 

dalam Daerah Pabean yang dikecualikan dari pemungutan PPN (Pasal 20 PP 

Nomor 10 Tahun 2012)
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b. Pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya diberikan 

pembebasan bea masuk, pembebasan PPN. Tidak dipungut Pajak Penghasilan 

Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan/atau pembebasan cukai (Pasal 

23 PP Nomor 10 Tahun 2017)

c. Pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya diberikan 

pembebasan bea masuk,pembebasan PPN. Tidak dipungut Pajak Penghasilan 

Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan/atau pembebasan cukai (Pasal 

23 PP Nomor 10 Tahun 2017)

d. Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Penimbunan Berikat atau 

Kawasan Ekonomi Khusus deberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut 

PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai (Pasal 27 PP Nomor 10 Tahun 2012)

e. Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat atau 

Kawasan Ekonomi Khusus (Pasal 29 PP Nomor 10 tahun 2012)

f. Tidak dipungut/dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan atau 

perolehan/pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan 

penyerahan/perolehan Jasa Kena Pajak (Pasal 33, 34 dan 35 PP Nomor 10 Tahun 

2012)

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Pasal 33.

g. Fasilitas Perpajakan berkaitan dengan Tempat Penimbunan Berikat.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009.

h. Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan dari 

pengenaan PPN (PP 146/2000 jo PP 38/2003 dan PP 69/2015)

i. Impor dan Penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan Jasa Kena Pajak 

terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN (PP 69 Tahun 2015)

j. Pembebasan dari pengenaan PPN atas penyerahan jasa kepelabuhan tertentu 

kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar 

negeri (PP 74/2015)

k. Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang bersifat Strategis.
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l. Fasilitas Pembebasan PPN atau PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan 

Badan Internasional serta Pejabatnya.

m. PPN Tidak Dapat Dikreditkan atas BKP yang PPN-nya Dibebaskan.

2.2.8 Faktur Pajak

Dalam pasal 2 angka 23 UU PPN 1984 dirumuskan bahawa Faktu Pajak adalah 

bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Pemungutan PPN dilakukan dengan cara membuat Faktur Pajak merupakan 

konsekuensi dari penggunaan metode pengurangan secara tidak langsung (“indirect 

subtraction method”) ketika menghitung PPN yang terutang untuk disetor ke kas 

negara,yang diadopsi UU PPN 1984. Berdasarkan metode ini, PPN terutang yang 

wajib disetor ke kas negara diperoleh dari proses memperhitungkan PPN yang 

dibayar atas perolehan BKP/JKP dengan PPN yang dipungut atas penyerahan 

BKP/JKP. Metode ini memerlukan dokumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

kebenaran jumlah pajak masukan yang dibayar dan pajak keluaran yang dipungut. 

Dokumen itu disebut Faktur Pajak. Oleh karena itu,metode pengurangan secara tidak 

langsung mutlak memerlukan kehadiran Faktur Pajak. Karena itu, metode ini juga 

disebut metode faktur (invoice method).

Dari definisi tersebut dapat diketahui dengan jelas, bahwa Faktur Pajak memiliki 

tiga macam fungsi, yaitu:

a. Ditinjau dari sisi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, 

Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak;

b. Ditinjau dari sisi pembeli BKP atau penerima JKP atau pemanfaatan BKP tidak 

berwujud atau JKP, Faktur Pajak merupakan:

1) Bukti pembayaran pajak, misalnya SSP yang digunakan untuk membayar 

PPN yang terhutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar 

daerah pabean yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak;
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2) Bukti pembebanan pajak bagi pembeli BKP atau penerimaan JKP dalam hal 

pajak yang tercantum di dalamnya belum bayar;

3) Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan sehingga tanpa kehadirann 

Faktur Pajak, maka proses pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat 

dilaksanakan. (Untung Sukardji, 2015:321)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.3  Akuntansi Pajak

2.3.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak.Akuntansi adalah 

suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan 

diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran 

atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) 

untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa 

yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu transaksi 

keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan 

laporaran keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang 

terkait debagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. (Eddy Supriyanto, 

2011:2)

2.3.2 Pengeritian Akuntansi PPN dan PPnBM

Akuntansi PPN dan PPnBM merupakan pencatatan suatu transaksi penjualan dan 

pembelian baranh dan atau jasa yang dikenakan bajak baik PPN maupun PPnBM. 

Pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa, barang atau jasa ini dianggap sebagai 

komoditi yang diperjual-belikan,sehingga perusahaan harus mengakui harga 

perolehan berdasarkan metode akuntansi yang berlaku secara umum.

Suatu transaksi yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak selain 

dipungut pajak pertambahan nilai, namun juga dipungut pajak penjualan barang 

mewah (PPnBM). Berikut ini adalah jenis penyerahan Barang Kena Pajak yang 

dikenakan PPnBM sebagai berikut:
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a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh 

pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah 

tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.

Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang 

Tergolong Mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah yang harus di tempuh 

sebagai syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III 

Perpajakan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan syarat menempuh minimal 

108 SKS, yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya 

(A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengimplementasikan ilmu-ilmu yang di dapat di bangku kuliah dalam dunia kerja. 

Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan pada instansi pemerintah, badan usaha milik 

negara (BUMN), maupun perusahaan swasta.

Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam pengurusan kegiatan Praktek 

Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan 

Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat Praktek 

Kerja Nyata (PKN) atau magang seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkaitan dengan 

perpajakan;

2. Mendatangi instansi terkait untuk melakukan pendaftaran magang serta 

menanyakan syarat apa saja yang dibutuhkan;

3. Mahsiswa membuat proposal permohonan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau 

magang yang diserahkan kepada fakultas untuk mendapatkan surat pengantar 

magang yang selanjutnya akan diberikan kepada instansi;

4. Mahasiswa menyerahkan surat pengantar magang kepada instansi. Surat 

ditujukan kepada pimpinan instansi yang terlebih dahulu diserahkan pada bagian 
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dokumen. Lalu dari bagian dokumen diteruskan ke kepada instansi, dalam hal ini 

diserahkan pada Vice President PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember. Selanjutnya, approval surat pengantar magang di serahkan pada bagian 

SDM untuk di buatkan surat balasan.

5. Mahasiswa menerima surat balasan magang yang berisi mengenai kesediaan 

instansi menerima mahasiswa untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) atau magang. Kemudian surat balasan di serahkan kepada fakultas untuk 

mendapatkan surat tugas.

6. Mahasiswa selanjutnya menerima surat tugas dari fakultas.Fakultas mendapatkan 

dua surat tugas yaitu, surat tugas Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang serta 

surat tugas dosen supervisi.

7. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang 

sesuai.

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata

Tempat Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT.Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember yang beralamat di Jl.Dahlia no.2 Parang, Jember dan 

ditempatkan pada bagian Keuangan dan Pajak. Bagian Keuangan dan Pajak di pimpin 

oleh seorang Asisten Manajer Keuangan dan Pajak yang bertanggung jawab kepada 

Manajer Keuangan. Bagian Keuangan di isi oleh satu Asisten Manajer Keuangan dan 

tiga staf untuk pengurusan keuangan dan pajak.

Pada bagian Keuangan dan Pajak mengurusi pengurusan seputar Pajak 

Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak 

Penghasilan pasal 4 ayat 2, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Pertambahan Nilai. 

Selain pajak, pada bagian keuangan dan pajak ini juga mengurusi anggaran yang 

keluar sehubungan dengan kegiatan perusahaan.
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3.1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan oleh pada :

Tempat : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember

Alamat : Jl. Dahlia No. 2 Jember Lor, Patrang, Jember

Waktu Pelaksanaan : 15 Maret 2017 – 17 April 2017

Waktu pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai 

dengan kebijakan dari bagian Keuangan dan Pajak PT.Kereta Api Indonesia (Persero) 

Daop 9 Jember, yaitu:
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Jam Kerja

Senin – Kamis 08.00 – 12.00 WIB

Jumat 08.00 – 11.00 WIB

Sabtu Libur

Sumber : PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 2017

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember kegiatan setiap 

harinya dimulai pukul 08.00 tanpa apel pagi. Sedangkan pada hari Jumat diadakan 

kegiatan rutin berolahraga seperti senam, jalan santai maupun kerja bakti yang jadwal 

kegiatan setiap minggunya berubah. Adapun rincian dari kegiatan selama Praktek 

Kerja Nyata, yaitu:
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Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu Jenis Kegiatan Hasil Penanggung 

Jawab

(a) (b) (c) (d)

Rabu

15 Maret 2017

1. Perkenalan dan 

penempatan PKN 

pada PT.Kereta Api 

Indonesia (Persero) 

Daop 9 Jember.

1. Penempatan 

pada bagian 

Keuangan dan 

Pajak.

Bapak Tohari

Kamis

16 Maret 2017

1. Menginput SPT 

PPh pasal 21 

Pegawai Tidak 

Tetap.

1. Input PPh 21 

sebanyak 60 

Pegawai Tidak 

Tetap PT.Kereta 

Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 

Jember pada e-

SPT.

Bapak Wahyu 

Afandi

Jumat

17 Maret 2017

1. Menginput SPT 

PPh pasal 21 

Pegawai Tetap.

2. Laporan SPT PPh 

pasal 21

1. Input PPh 21 

sebanyak 1150 

Pegawai Tidak 

Tetap PT.Kereta 

Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 

Jember pada e-

SPT.

2. Pelaporan SPT 

Masa PPh pasal 

21 ke KPP 

Bapak Wahyu 

Afandi
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(a) (b) (c) (d)

Pratama Jember

Senin

20 Maret 2017

1. Rekap Faktur

2. Koreksi Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB).

1. Rekap Faktur 

Masukan oleh 

Pertamina.

2. Mengoreksi nilai 

pada nota 

tagihan dengan 

lembar Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB).

Bapak Wahyu 

Afandi

Ibu Siti 

Chadidjah

Selasa

21 Maret 2017

1. Impor SPT PPh 

pasal 21.

1. Impor SPT PPh 

pasal 21 Tahun 

pajak 2014 masa 

Januari-

Desember 

Pegawai 

Tetap/Pegawai 

Tidak 

Tetap/Pegawai 

Pesangon.

Bapak Wahyu 

Afandi

Rabu

22 Maret 2017

1. Koreksi Laporan 

pemeriksaan SPT 

PPh pasal 21.

1. Laporan 

pemeriksaan 

SPT PPh pasal 

21 

Bapak Wahyu 

Afandi

Kamis

23 Maret 2017

1. Koreksi Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB).

1. Mengoreksi nilai 

pada nota 

tagihan dengan 

Ibu Siti 

Chadidjah
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(a) (b) (c) (d)

lembar Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB).

Jumat

24 Maret 2017

1. Mengikuti Kegiatan 

Olahraga Pagi.

2. Input kode NTPN 

Pasal 4 ayat 2.

1. Jalan santai 

bersama 

karyawan dan 

staf PT.Kereta 

Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 

Jember.

2. Input kode 

NTPN atas 

rumah dinas 

tahun 2014.

Bapak 

Hasanudin

Bapak Wahyu 

Afandi

Senin

27 Maret 2017

1. Rekap Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB).

1. Mengoreksi nilai 

pada nota 

tagihan dengan 

lembar Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB).

Ibu Siti 

Chadidjah

Rabu

29 Maret 2017

1. Memilah Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB).

1. Memilah Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB) antara 

fokumen asli dan 

copy.

Bapak Rizal 

Marzuki

Kamis

30 Maret 2017

1. Rekap Rincian 

Anggaran Biaya

1. Mengoreksi nilai 

pada nota 

Ibu Siti 

Chadidjah
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(a) (b) (c) (d)

(RAB). tagihan dengan 

lembar Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB).

Jumat

31 Maret 2017

1. Rekap PPh pasal 21 

Karyawan.

1. Rekap PPh pasal 

21 Karyawan 

pada e-SPT.

Bapak Wahyu 

Afandi

Senin

3 April 2017

1. Input faktur 1. Inpur faktur 

masukan 

pertamina pada 

e-faktur.

Bapak Wahyu 

Afandi

Bapak 

Hasanudin

Selasa

4 April 2017

1. Memilah Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB).

1. Memilah Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB) antara 

fokumen asli dan 

copy.

Bapak Rizal 

Marzuki

Rabu

5 April 2017

1. Koreksi Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB).

2. Input faktur

1. Mengoreksi nilai 

pada nota 

tagihan dengan 

lembar Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB).

2. Input PPN 

dengan e-faktur

Ibu Siti 

Chadidjah

Bapak Wahyu 

Afandi

Kamis

6 April 2017

1. Memilah Rincian 

Anggaran Biaya 

1. Memilah Rincian 

Anggaran Biaya 

Bapak Rizal 

Marzuki
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(a) (b) (c) (d)

(RAB). (RAB) antara 

fokumen asli dan 

copy.

Jumat

7 April 2017

1. Koreksi Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB).

1. Mengoreksi nilai 

pada nota 

tagihan dengan 

lembar Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB).

Ibu Siti 

Chadidjah

Senin

10 April 2017

1. Wawancara dengan 

pembimbing PKN 

pada bagian 

keuangan dan 

pajak.

1. Wawancara 

seputar judul 

Tugas Akhir 

mengenai tata 

cara pembebasan 

dan pemungutan 

PPN dibebaskan.

Bapak 

Hasanudin

Selasa

11 April 2017

1. Laporan SPT PPh 

pasal 23

1. Laporan SPT 

masa PPh pasal 

23 ke KPP 

Pratama Jember

Bapak 

Hasanudin

Rabu

12 April 2017

1. Koreksi Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB).

1. Mengoreksi nilai 

pada nota 

tagihan dengan 

lembar Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB).

Ibu Siti 

Chadidjah
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(a) (b) (c) (d)

Senin

17 April 2017

1. Laporan PPh pasal 

21.

2. Rekap Rincian 

Anggaran Biaya.

3. Lepas pisah peserta 

magang.

1. Laporan PPh 21 

tahunan ke KPP 

Pratama Jember

2. Memilah Rincian 

Anggaran Biaya 

(RAB) antara d 

okumen asli dan 

copy. 

3. Lepas pisah 

dengan 

karyawan dan 

karyawati 

PT.Kereta Api 

Indonesia 

(Persero) Daop 9 

Jember bagian 

Keuangan dan 

Pajak

Bapak Wahyu 

Afandi 

Bapak Rizal 

Marzuki

Segenap 

Karyawan dan 

Karwati 

PT.Kereta Api 

Indonesia 

(Persero) Daop 9 

Jember bagian 

Keuangan dan 

Pajak.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah 

jenis data kuantitatif. Terdapat dua jenis data berdasarkan sumbernya yaitu, data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah 

sendiri oleh suatu organisasi atau peorangan langsung dari objeknya. Sedangkan data 
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sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak 

lain,yang biasanya dalam bentuk publikasi (BPS, LIPI, KPU, BI). (J.Supranoto:11)

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini, pengumpulan data laporan 

menggunakan data primer dan sekunder. Dimana pada pengumpulan data primer, 

data yang diperoleh berdasarkan observasi langsung kepada objek serta berupa 

wawancara. Wawancara dilakukan kepada pada Bapak Hasanudin selaku 

pembimbing mahasiswa dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata. Wawancara yang 

dilakukan untuk mengetahui mekanisme pengurusan pembebasan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Pengumpulan 

data secara sekunder didapat data berupa kontrak kerja rekanan, surat permohonan 

pembebasan, undang-undang terkait hingga bukti potong pembayaran. 

3.2.2 Sumber Data

Sumber data didapatkan dari PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember bagian Keuangan dan Pajak. Penulis dibimbing oleh Bapak Hasanudin selaku 

staf bagian keuangan dan pajak pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

Jember.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan pertama dari kegiatan statistika. Dalam 

pengumpulan data harus diketahui terlebih dahulu untuk apa data itu dikumpulkan. 

Apapun tujuan pengumpulan data, terlebih dahulu harus diketahui jenis elemen atau 

objek yang akan diselidiki. Elemen adalah unit terkecil dari objek penelitian, disebut 

juga ‘unit analisis” atau “unit sampling”. Elemen atau unit terkecil dapat berupa 

orang (konsumen, karyawan), organisasi atau badan (perusahaan, universitas/sekolah) 

atau barang (kendaraan, mesin, gedung dan sebagainya).

Tujuan pengumpulan data, selain untuk mengetahui jumlah elemen,juga 

mengetahui karakteristik dari elemen-elemen tersebut. Karakteristik adalah sifat-

sifat,ciri-ciri atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen, yaitu semua keterangan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


35

mengenai elemen. Misalnya, jika elemennya berasal dari perusahaan maka 

karakteristiknya antara lain jumlah pegawai, jumlah divisi yang terbagi, jumlah 

pendapatan dan sebagainya.

Di dalam statistik dikenal dua cara pengumpulan data, yaitu cara sensus dan cara 

sampling.

1. Sensus

Sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki 

satu per satu. Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan sensus disebut data yang 

sebenarnya (true value) atau sering disebut parameter.

2. Sampling

Sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen 

sampel dari suatu populasi. Data yang diperoleh dari hail ampling merupakan data 

perkiraan (estimated value). Jadi, jika dari 1000 perusahaan hanya akan diselidiki 100 

saja, maka hasil penyelidikannya merupakan atau perkiraan.Data yang diperoleh dari 

hasil pengolahan sampling disebut statistik.

Dibandingkan dengan sensus, pengumpulan data dengan cara sampling 

membutuhkan biaya yang jauh lebih sedikit, memerlukan waktu lebih cepat, tenaga 

yang tidak terlalu banyak dan dapat menghasilkan cakupan data yang lebih luas serta 

terperinci.

Pengumpulan data dari Praktek Kerja Nyata ini menggunakan cara sensus. 

Dimana pengumpulan data diperoleh dengan menyelidiki satu per satu elemen 

populasi. Mengingat data yang diminta berkaitan dengan pelaporan pajak yang berifat 

riil. Dalam laporan ini objek yang akan diteliti adalah Pajak Penghasilan Pertambahan 

Nilai sebagai elemen, sedangkan karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai 

diantaranya adalah dasar pengenaan pajak (DPP).

Setelah metode pengumpulan datanya sudah ditentukan, selanjutnya menentukan 

alat untuk memperoleh data dari objek yang akan diteliti. Alat atau device untuk 

memperoleh keterangan dari objek atau elemen antara lain :

1. Daftar pertanyaan (questionnaire)
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2. Wawancara

3. Observasi/Pengamatan secara langsung
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dari hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang 

dilaksanakan penulis pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 

kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan pajak pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 

menggunakan self assessment system, dimana kegiatan dari perhitungan, 

pemungutan, pembayaran hingga pelaporan dilakukan oleh karyawan dan tidak 

dikuasakan oleh orang lain (konsltan pajak).

2. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan, 

dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang ada. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan tidak ada 

penyetoran pajak kepada kas negara, maka ketaatan kegiatan perpajakan pada 

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember dapat dilihat dari pelaporan 

berupa input melalui e-faktur. Tagihan yang diserahkan rekanan masuk terhitung 

tanggal 8 Februari 2017 serta dilakukan pelaporan dengan input melalui e-faktur 

tanggal 2 Maret 2017 yang terhitung masih dibawah tanggal 20 bulan berikutnya. 

Hal ini berarti untuk pelaporan berupa input ke aplikasi e-faktur tidak melampaui 

batas pelaporan untuk masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari hal tersebut, 

dapat dinyatakan bahwa PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember telah 

melakukan kegiatan pajaknya sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
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5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kegiatan 

Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember, 

kegiatan perpajakan khususnya pada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

dibebaskan sudah berjalan sangat baik.

Kedepannya dengan pemberian fasilitas pembebasan pada Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) yang diterima PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember atas 

Jasa Pencucian Lokomotif diharapkan agar PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 

9 Jember dapat meningkatkan pelayanan demi lancarnya kinerja transportasi 

angkutan kereta api di masa depan.

Menyangkut kegiatan perpajakan, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 

khususnya atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan diharapkan 

lebih memberikan informasi kepada rekanan terkait peraturan terbaru serta tata cara 

perhitungan mengingat masih adanya kesalahan dalam perhitungan yang dilakukan 

oleh rekanan. Hal ini dilakukan agar kegiatan perpajakan pada PT.Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 9 Jember berjalan dengan lancar.
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